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PENYELESAIAN SENGKETA LIN GKUNGAN
MELALUINON-LITIGASI DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT I1 ACEH UTARA"

(The Settlement Environmental Dispute the Throught
Non-Litigation in North Aceh District)

Oleh: Bakti Siahaan

ABSTRACT

Kata Kunci : Sengketa Lingkungan, Non-Litigasi

The main purpose of the rescarch was to know the factors that Jead the people settle
the dispute by nonlitigation, and the procedure of dispute settlement. The data were
collected trough interview. and then the data analyzed by appliying gualiatnx
method. The result of the research chowed that there are two dominant factors that
lead the people to settle the dispute by monitiigarion. namely the tradinon o
onsuliation and the lacking knowledge of positive law. The people expect tha
through by nonlitigation, the dispute could be seitled exhaustively The process of
dispute seitlement by non litigation is conducted in cociliation process by third party
official government and people representative). Practically, the official government as
a third party could not be neutral. but he inclined to the company. Finally, the settlement
process by three parly team is also incompleied because there is ko method of
determination of kind of polufion. and there is no amount standari of compensation

A. PENDAHULUAN

cncemaran lingkungan hidup saat ini telah meluas dan menjadi knsis di
Phanyak tempat, mulai darl tercemarnya sungai. tambak. kawasan pantal.
wilayah perkotaan, sampai pada pencemaran udara. Krisis lingkungan hidup ini

1idak saja berhubungan dengan keberadaan dan pemanfaatan sumber dava alam,

*\  Penelitian ini dilaksanakan aias bantuan biaya RUTIN Universitas Syiah Kuala Tahun
1997/1998
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tetapi juga menyangkut dampak negatif vang ditimbulkan bagi kehidup:
manusia.

Pencemaran lingkungan vang dilakukan oleh suatu pihak akan menimbulk:
kerugian kepada masyarakat luas, sedangkan perbaikannya memerlukan waktu relat
lama dan biaya yang sangat besar. Biava tersebut sangat jarang diperhitungkan ole
pihak tertentu, misalnya pengusaha, dalam cost benefit analysis-nya, sehingg
Pencemaran sepenuhnya diderita masyarakat dan menimbulkan akibat sosial lainny
(Siti Sundari: 1979 dan 1987}, Alasan lain adalah, 1), kerusakan lingkunga:
merupakan risiko vang tidak terpulihkan, 2), kebanyakan zat pencemar berakibz
fatal bagi makhluk hidup; 3), risiko vang terjadi membutuhkan wakiy pemulihar
yang agak lama, 4), korban pada umumnya adalah masyarakat biasa vang sebenamsz
tidak pemnah turut menikmati hasil kegiatan yang menimbulkan pencemaran tersebut
(Zaim Saidi dkk, 1990 1-2).

Secara vuridis. pencemaran lingkungan harys dipurtaﬂggungjawuhkan_
khususnya pertangeungjawaban dengan sejumlah ganti rugt. Namun, bila salah sam
pihak (vang terlibat dalam sengketa ) tidak memenuhi kewajiban, maka penyelesaian
sengketanya dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) maupun dilyar pengadilan
(non-litigasi). sepert; negosiasi. fasilitasi, lembaga musyawarah adat, tim tri pihak_
mediasi atau kaonsiliasi

Sebagai daerah industri. terjadinya pencemaran (udara. air dan tanah) &
Kabupaten Daerah Tingkat IT Aceh Utarg merupakan sengketa tersendiri yang harus
diselesaikan secara hukym, Dart data yang ada. di Aceh Utara ierdapat 4 industs
berskala besar (PT KKA pT Arun, PIM. MOI) vang kemungkinan menjadi sumber
terjadinya sengketa. Sebah diperkirakan limbah dari perusahaan tersebyt merupkas
sumber terjadinya pencemaran vang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sekitar
pabrik perusahaan tersebyt

Berdasarkan keadaan demikian, pennasalahan vang ingin diteliti adalah:- 23
Apakah alasan yang mendorong petani korban pencemaran lingkunpan memilis

penyelesaian sengketanva melalu Jalur non-litigasi: b) dan bagaimanakah proseder
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atau tahapan dalam penyelesaian sengketa lingkungan akibat pencemaran limbah

industri,

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya
makhluk hidup. zat. energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atan
berubahnya tata lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga.
Lualitas turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi
kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukkannya (Pasal 1 butir
12 UU No. 23/1997).

Dalam kajian literatur, masalah kerugian yang timbul akibat perbuatan pencemar
yang menyebabkan penderita berhak mengajukan gugatan ganti rugi terhadap
pencemar diatur dalam hukum lingkungan keperdataan (Sitt Sundari, 1987). Gugatan
ganti kerugian melalui proses peradilan tersebut dapat berupa materil maupun
immateril kepada pencemar.

Selain itu, terdapat juga bentuk penyelesaian sengketa di Juar pengadilan (non-
litigasi) atau yang disebut dengan alternative dispute resolution (ADR). Bentuk
penyelesaian seperti ini lebih menekankan pada nilai-nilai yang hidup dalam
masyarakat untek menjaga ketertiban dalam masyarakat. Di Acch. lembaga:
musyawarah adat yang menyelesaikan masalah itu disebut dengan Khulu' dan
prosesinya disebut dengan tepung tawar atau dalam bahasa Aceh disebut peusijuek
(Mohammad Hoesin, 1970: 170-171).

Bentuk-bentuk penyelesaian senpketa di luar pengadilan ini bukan dimaksudkan
untuk melenyapkan sistem peradilan. Apapun kelemahan peradilan tetap diperiukan
sebagal suatu alternatif mekanisme penyelesaian sengketa tanpa harus mengorbankan
kepentingan asast pard pihaknya. Alternatif penyelesaian jalah sebuah konsep yang
mencakup berbagai penyclesalan sengketa selain daripada proses peradilan melalu
cara-cara vang sah menurui hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensus atau
tidak (Takdir, 1992 : 21 dan 1997: X).

e _—
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Menurut Abdul Hakim Nusantara. alternatif penyelesaian sengketa lingkungan vang
mengedepankan musyawarah sangat perlu dikembangkan, mengingat kompleksnyva
permasalahan lingkungan vang meliputi berbagai aspek ilmu, seperti teknologi, ekonomy
ekologi, hukum dan sebagainya. Sedangkan melalui proses pengadilan dilakukan secara for-
mal dan kaku sehingga menyulitkan bagi kedua pihak yang bersengketa (Abdul Hakim GN_
1989: 57). Model penyelesaian sengketa non-litigasi ini telah dikembangkan oleh negara-negara
maju di dunia. Cama tersebut dikenal dengan nama negosiasi, mediasi, fasilitasi, konsultas
kordinasi, konsiliasi dan arbitrase (Mas Achmad Santosa dan Anthony, 1992; Nader dan Todd
dalam Ihromi, 1993: 210-211: Hadimulyo, 1997). Amerika Serikat, misalnya, mula
mengembangkan cara tersebut pada penuulaan tahun 1970-an, Pencrapan cara ini dimulz:
dengan cksperimen untuk mengajukan kemungkinan adanva alternatif lain selain dan
mengajukan perkarnya ke pengadilan yang banyak memakan waktu dan biaya, serta tidak
memecahkan masalah (Koesnadi, 1992)

Untuk menyelesaikan  sengketa melalui non-litigasi berdasarkan konsensus
tersebut. paling tidak ada 4 {empat) persvaratan. vaiu: 1) para pihak vang bersngketa
memperlihatkan sikap dan pengakuan atas keabsahan dan rasionalitas dars
kepentingan dan keluhan yang dikemukakan oleh masing-masing pihak; 2) kasus
yang mengandung peluang bagi para pihak untuk mengakomodasikan kepentingan
mereka vang berbeda; 3) adanya perimbangan kekuatan atau pengaruh yang dimilils
masing-masing pihak untuk memberi tekanan: dan 4) sengketa bersifat polisentris.
vaitu vang melibatkan banyak kepentingan dan akan terpengaruh oleh setiap putusas
{Takdir dalam Hadimulyo, 1997 XV,

Berdasarkan uraian tersebut, dalam penelitian ini kerangka teori vang digunakas
adalah’ penvelesaian sengketa di luar pengadilan vang berdasarkan konsensus (com-
promise). Namun karena dikuatirkan terjadi kekacauan pengertian ketika dilihat dalas
penerapan non-litigasi ini di Indonesia. maka dibatasi pada bentuk-bentuk konsilias:
mediasi, fasilitasi dan negosiasi.

Negosiasi dimaksudkan sebagai sebuah mekanisme penyelesaian sengketa antars
para pihak vang berbeda kepentingan, mengadakan perundingan langsung tanps
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perantara pihak lain. Mereka mengadakan awar menawar tentang bentuk
pf:nj.-'elﬂsaian sengketa yang disepakati bersamia.

Fasilitasi adalah bantuan pihak ketiga untuk menghasilkan suatu pertemuan
atau perundingan yang pmdukti.f. Terdapat beberapd hal penting dalam pertemuan
fasilitasi rersebut, yaitu walkiu pcny-;—:lengg_araau pertemuan tersebut harus jelas,
peralatan dan pursiapan-pcrsiapan yang diperlukan serta kesepakatan dalam
mengambil keputusan.

Mediasi adatah bantuan pibak ketiga dalam proses negosiasi, namun pihak ketiga
rersebut tidak ilut serta dalam mengambil keputusan. Persvaratan terjadinya mediast
adalah proses negosiasi Yang dibantu oleh mediator. Mediator haruslah orang Yang
ahli di bidang Jingkungan dan bersifat netral.

Konsiliasi adalah usaha yang dilakukan pihak ketiga vang bersifat netral untuk
berkomunikasi dengan kekompukﬁke!mmpak vang persengketa secard terpisah. dengan
tujuan untuk mr.'ngur:‘-ngl ketegangan dan mengusahakan ke arah tercapainya
persetujuan pntuk berlangsungnyd guaiu proses puw_.'e‘iesaian sengketa. Strategl 1N
digunakan aniuk mendamaikan pard pihak yang (erlibat konflik yang tidak mungkin
menvelesalkan sengketanya secard langsung dalam meja perundingan (Hadimui'ju.
1997 : 31-37).

c. METODE PENELITIAN

populasi dalam penelitian ini adalah pemilik tambak yang terkena
pencemaran di Desa Blang Karieng Kecamatan Nisam (21 Orang) dan Desa Paloh
Gadeng Kecamatah Dewantard (35 Orang). Penentuan sampel dilakukan secara
purpﬂss'we. Waitn dengan memilih grang-orant tertentu yang dapat memberikan
informasi yang relevan dengall masalah penelitian. Adapun sampel yang dipilih
Jalam penelitian ini adalah masyarakat korban (6 orang), yaitu 3 orang dari Desa
Blang Karieng dan 3 orang Desa Paloh Gadeng. gebagai informannya adalah
aparat pe:meri.mah + anggota thm penyalesai.an sengketa (3 orang), Kepala Desa

(2 orang) dan pengacard 2 orang.
4AT4
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Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif Pengumpulan das=
dilaksanakan melalui stud; kepustakaan dan penelitian lapangan, Penelitiz=
Kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dengan menelaah buke-
buku, laporan penclitian, jurnal, artikel ilmiah, peraturan vang berlaku, keputusas
pengadilan maupun keputusan atay dokumen-dokumen tentang penyelesaian sengkets
lingkungan di luar pengadilan. Sedangkan Penelitian lapangan dilakukan melaie
wawancara dengan menggunakan dafiar pertanyaan dan secara bebas, Selanjutnya
data, tersebut diolah dan dianalisis dalam bentuk kategori-kategori vang sesuai dengan
permasalahan

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
L. Alasan Memilih Jalur Non-Litigasi

Proses industrialisasi dj Aceh Utara vang lebih menckankan pada pertumbhas
ekonomi telah menimbulkan dampak negari Fterhadap lingkungan. Salah saty dampak
negatif tersebut adalah terjadinya pencemaran lingkungan vang discbabkan ol
limbah industri Akibatnva. selain merusak lingkungan hidup Juga dapat menimbulkes
kerugian langsung bagi masyarakat vang terkena pencemaran.

Dalam penvelesaian kasus pencemaran oleh limbah industri yang diduga mil&
PT KKA (Kertas Kraft Aceh) terhadap tambak udang dan sawah masvarakat &
Desa Blang Karieng Kecamatan Nisam dan Desa Paloh Gadeng Kecamatzs
Dewantara Aech Utara telah dilakukan melalui musyawarah antara kedua belah piizk
Sengketanya dianggap selesai dengan keputusan bahwa peristiwa pencemaran e
adalah bencana alam dap masvarakat korban diberikan ganti rugi schesar R p. X
Juta yang dibagi kepada 56 petani vang mengalami kerugian.

Berbagai alasan dikemukakan masvarakat memilih jalur non-litigasi (musyawarzs
penyelesaian sengketanya disehabkan: (1} mereka memiliki budaya musyawarah dale
penyelesaian setiap masalah, (2) tidak mengerti hukum jika kasusnya dilanjutkan k=
pengadilan, (3) bentuk penyelesaiannva tidak butuh biaya dan (4) penvelesaiannya
melibatkan para pikak secara langsung. sehingga masalahnya lebih tuntas
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Menurut A. Madjid, Kepala Desa Blang Karieng Kecamatan Nisam: Dalam
penyelesaian sengketa tersebut, pada dasarnya kami mencar: jalon yang terbaik.
Sebagai warga masyarakat dan negara, kami selalu ingin hidup damai. Kami telah
biasa menvelesaikan suatu masalah secara musyvawarah dengan tokoh-tokoh
masyarakai. Biasanya suatu masalah dapat diselesatkan dengan tuntas dan
memuaskan para pihak yang bertikai. Kalaupun harus ke pengadilan kam: ridak
tahu teniang hukum dan tidak punya biaya untuk mengurusing

Senada dengan pernyataan itu, Tgk. H. Hasanun bin Usman. Kepala Desa Paloh
Gadeng vang juga bertindak scbagai pemilik tambak yang dirugikan dan Tek Rasjid,
petambak Desa Paloh Gadeng menvatakan:  Kami sangar menvesalkan sikap PT
KKA yang tidak mau menanggapi keluhan atas kerugtan vang kami derita Fadahal
kami mengajak mereka (PT KKA) uniuk bermusyawarah sehagaimana kebigyaan
kami di daerah ini. Ada juga niat kami untuk membawe perkare im ke pengadilan,
namun karena tidak mengerti prosedumya. maka kami berharap saja bermusyvawarah
melalui Pemda dan DPRD. Lagi pula, untuk apa ke pengacilan. Toh, permintacn
kami adalah menuntut ganti rugi. Mun ekin melalut jalur vm kami tidak keluar nang
lagi dan kami berharap dapat mengajukan keberatan dan ganti rugi langsung kepada
prhak PT KKA.

Terhadap tradisi musyawarah untuk mendamaikan suaty masalah di kedua desa dan
xecamatan yang bersebelahan tersebut masih terdapat lembaga tradisional. seperti Imam
Menasah/Imeum Mukim. Kejruen Blang dan orang tua kampung (Ticha Pent) vang berperan
dalam prosesi perdamatan.

Tentang ketidaktahuan masvarakat terhadap ketentuan hukum dan proses
pengadilan ini, pernah juga diupayakan oleh Lembaga Pembelaan Lingkungan
Hidup (LPLH). Menurut Yusuf Ismail Pasc. S H_. dan Nazaruddin Ibrahim,
S.H.. bahwa masyarakat dapat menggunakan jasa mereka sebagai pengacara
secara cuma-Cuma, namun karena mereka lebih percava pada Pemda dan
DPRD, maka hal itu adalah hak mercka. Selanjutnya kami hanva memantau

perkembangannya saja.
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Alasan lain masyarakat menolak jalur pengadilan dengan menggunakan jasa
pengacara, adalah mengambil contoh pada kasus pencemaran di Desa Pu'yk
Kecamatan Samudera Aceh Utara yang perkaranya didampingi pengacara dan
kasusnya dibawa ke pengadilan tetapi perkara tersebut dmenangkan oleh perusahaa .
bahkan kasus yang terjadi tahun 1991 Itu belum ada penyelesainnya di tingkat kasasi
hingga akhir tahun 1996

Masyarakat juga sadar bahwa penyelesaian sengketa vang ditangani oleh Pemda
dan DPRD tersebut belum tuntas dan memuaskan mereka, Apalagi dalam proses
renyelesaiannya mereka tidak pernah dilibatkan secara langsung berhadapan dengan
PT KKAdalam menyampaikan aspirasinya. Akan tetapi karena sebagian dan
masyarakat sudah menerima keputusan tersebut sebagai kesepakatan, maka mercka
juga terpaksa diam dan menerima saja tanpa ada minat lagi untuk melanjutkan
perkaranya (Hasil wawancara dengan 3 orang petani tambak Desa Paloh Gadenyg di
tempat dan waktu vang terpish-pisah).

2. Penyelesaian Non-Litigasi Setengah Hatj

Kasus pencemaran lingkungan yang mengakibatkan terecemarnya tambak di Desa
Blang Karieng Kecamatan Nisam dan Desa Palok Gadeng Kecamatan Dewantara
pada pertengahan Juni 1996, diduga akibat tersumbatnya pipa pembuangan limbah
PT KKA. Akibatnya 50 hektar tambak udang vang berisi benur dan udang vang
sudah siap dipanen serta sawah masyarakal tercemar (Serambi Indonesia, 16/06:; 21,
06; 24/06; 04/07; 08/07, 26/09; 06/10: 10/10; 14/10K96: dan Waspada, 06/07; dan
09/10. Proses penyelesaian kasusnya dapat menjadi dua tahap, vaitu penvelesaian
sampai di tingkat kecamatan dan tingkat Pemnda dan DPRD Acch Utara, Dalam proses
pertama, masyarakat bersama-sama pimpinan desa dan kecamatan masih berperan
aktif dalam bernegosiasi untuk menyampartkan aspirasinya, Sedangkan pada tahap
berikutnya, para petani hanya menanti putusan dan menerima atau menolak saja
tanpa dilibatkan secara langsung dalam perundingan penentuan besarnya gann

kerugian.
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Menurut data yang dikumpulkan berdasarkan keterangan Kepala Desa Blang
Karieng dan Paloh Gadeng, serta 2 orang petani tambak Desa Paloh Gadeng dan 2
orang petambak Desa Blang Kareng, peristiwa pencemaran itu terjadi pada tanggal
12-13 Juni 1996. Pada saat itu hujan lebat sclama tiga hari sejak ranggal 11 sampai
13 Juni 1996. Masyarakat merasa terkejut ketika pada tangeal 12 Jum menemukan
bangkai benur udangnya mati mengambang di atas permukaan rambaknya dan air
tambak menjadi keruh dan tawar. Ketika diselidiki dan ditelusurt penyebabnya
ternyata akibat bocornya pipa limbah PT KKA melalui hulu sungai Krueng Geukueh
dan melintasi areal tambak masyarakat.

Berbagai upaya dilakukan petani untuk perundingan secara langsung dengan
PT KKA tidak pemah ditanggapi oleh para stafnva, bahkan upaya yang dilakukan
melalui surat Kepala Desa, pengaduan Camat dan Kepolisian Sektor Dewantara vang
ditindaklanjuti oleh para stafnva kepada PT KKA juga belum mendapat sambutan
positif dari pimpinan PT KKA. Akhirmya sengketa tersebut diajukan kepada Bupati
untuk dicarikan penyelesaiannya.

Berdasarkan laporan camat dan liputan media massa. pemda Aceh Utara
akhirnva membentuk sebuah tim yang diketuai oleh Ir. Azwar. M Se, Asisten 11
Qetwilda Aceh Utara untuk meneliti bentuk dan jenis pencemaran serta besamya
ganti Tugh vang dialami para petani. Sejak itu pula peran serta masvarakat petani
tambak diambil alih oleh tim tersebut. Tim tersebut tidak mengikutsertakan petani
dan ahli ngkungan yang bersifat netral. Dengan demikian hasil kerja tm itu sangat
diragukan objektivitas atau keberpihakannya.

Adanya desakan masvarakat melalui DPRD dan media massa membuat tim
penyelesaian sengketa ini mencoba bertindak sebagal m:.gosiamr#fasi‘iimmr.“
konsiliator/mediator setengah hati. Salah satu musyawarah tim yang dipimpin Ir
Kasni Kasem, Kadis Perikanan Aceh Utara dengan masyarakat korban pada tanggal
05 Juli 1996 tidak menghasilkan keputusan apapun. Sechab dalam musyawarah, tanpa
kehadiran pihak PT KEA itu, ketua {im musyawarah justeru mencoba mengalihkan
permasalahan sengketa itu kepada hal-hal yang tidak perlu. "Tim Jebih banyak
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membawa hikayat ulye. Artinya, mereka bercerita lentang keinginannya membing
petani di Desa Paloh Gadeng dan Desa Blan g Karieng karena kedua areal tambak
daerah tersebur sangat potensial untuk dikembangkan, " kata Tgk Hasanun
(pernyataan ini dibenarkan oleh Rasjid, Usman dan A Madjid).

Dalam pertemuan lain melalui fasilitator, pihak DPRD Tk IT Aceh Utara, anggola
tim membenarkan terjadinya pencemaran, namun penyebabnya tidak dapat diketahui
secara pasti. Alasannya, bahwa ketika penelitian dilakukan dengan penstiwa terjadinya
sudah sangat lama dan tidak punva peralatan standar untuk mengukur terjadinva
pencemaran. Selain itu, pada alur sungal Krueng Geukueh terdapat 4 pabrik Provek vital
provit lain, PT PN, Amun, AAF dan Mobil Qil. Akhimya pertemuan tersebut hanva
memutuskan bahwa peristiwa itu adalah bencana alam. Pencemaran ity akibat dan limbah
tak bertuan. Oleh karena iny kepada para petani akan diberikan bantuan bencana alam
dari anggaran communily development sehesar Rp 20 juta. Menurut keterangan salah
scorang anggota tim penelitian (minta namanva tidak disebutkan), bantuan terschus
scbenamya berasal dari PT KKA sebesar Rp 10 juta, selebilinya patungan masing-masing
Rp. 2.5 juta dari PIM. Amun dan Mobil Qil, Akhimya sengketa tersebut diangpap selesas
oleh kedua belah pihak. Walaupun sebagian besar dari petani vang menderita kerugian
masih belum puas, namun karena sebagian anggota lainnya telah menerima kesepakatan
tersebut, petani yang tidak setuju itu hanya dapat memendam kekesalannya dalam han

Dalam proses perdamaian terlihat bahwa tuntutan masyarakat terhadap halanve
untuk mendapat ganti rugi melaluj Jalur non-litigasi ini, agaknya masyarakat sendin:
yang harus aktif mendesak pihak-pihak yang berwenang untuk memeriksa kasusnva
Ketika kasusnya mandeg di tingkat desa dan kecamatan, mereka membawanya kepada
bupati. Tetapi ketika tim yang dibentuk bupati untuk meneliti sengketa, sumber dan
solusi vang ditawarkan temyata tidak bekerja maksimal, maka petani lalu mengadukar
masalahnya kepada DPRD. Sementara DPRD hanya berfungsi sebagai penghubung
dengan tim pemda yang dalam sengketa ini seoiah-olah Justeru sebagai wakil dar
PT KKA. Dengan demikian, model perundingan ini dapat dikatakan penyclesaian
sengketa non-litigasi vang setengah hati,
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E. PENUTUP
Pemililian penyelesalan sengketa secara pon-litgas merupakan budaya
masvarakat yang selaly ingin hidup damai. Dalam perkembangannya. mekanisme

perdamaian dalam sengketa lingkungan justeru melibatkan peran pemerintah scbagal
fasilitator, mediator konsiliator dalam membentuk tm 111 pihak.

Penyelesaian sengketa lingkungan di Kecamatan MNisam dan Dewantara Aceh
Utara, tidak dapat dimasukkan dalam kategor penyelesaian sengketa secara non
litigasi seperti. negosiasi. konsiliasi, fasilitasi, mediasi maupun persyaratan tim N
pihak. Dalam penanganan sengketa, pemerintah justeru cenderung berpihak kepada
pengusaha.

Terjadinya kesepakatan adanya ganti fug! kepada masvarakat dilakukan setengah
hati. Hal itu dischabkan prosest perdamaiannya juga dilakukan secara sctengah hatt

Sebagai antisipasi kondisi tersebut perlu kiranya diatur mekanisme dan peran
masing-masing pihak di dalam proses perundingan. Dilarapkan kepada pemda harus
bersikap netral dan mielibatkan kedua belah pihak sccara seimbang dalam proscs

perdamalan yang ditanganinya.
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